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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu politik merupakan salah satu Ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. 

Meskipun beberapa cabang ilmu pengetahuan yang ada telah melacak asal-usul  

keberadaannya hingga zaman Yunani kuno, tetapi hasil yang dicapai tidak segemilang 

apa yang telah dicapai ilmu politik.
1
 Pemikiran politik, seperti dikatakan Hamid 

Enayat, merupakan persoalan yang paling banyak digeluti oleh kaum intelektual 

muslim selama dua abad terakhir ini. Hal ini dapat dijelaskan terutama oleh 

perjuangan yang tengah berlangsung diberbagai negeri Muslim untuk memperoleh 

kemerdekaan politik dan kebebasan dari ketergantungan kekuatan-kekuataan Barat, 

baik dalam bentuk kolonialisme maupun hegemoni. Selain itu, faktor lain yang dapat 

menjelaskan kenyataan diatas juga antara lain :pertama, karena pesona politik yang 

kuat bagi banyak orang, sehingga dalam Islam merupakan persoalan yang pertama 

muncul bahkan dari sanalah lahir persoalan teologi. Kedua, provokasi, sebagian 

pengamat Barat yang melihat Islam secara politik dalam pandangan yang monolitik 

yang berkonotasi otoriter.
2
 

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, karena teori politik 

menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup 

masyarakat.Jadi, Negara dalam keadaan bergerak. Selain daripada itu, politik juga 

menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakikat Negara, serta 

bentuk tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok 

kepentingan dan lain-lain.
3
 

Politik dalam bahasa Arabnya disebut Siyasah, yang selanjutnya kata ini 

kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggris disebut 
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Politics,
4
yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan.Sebagai istilah “politik” 

pertama kali di kenal melalui buku Plato yang berjudul Politeia
5
 yang juga di kenal 

dengan republic.Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul Politeia.Dari karya 

tersebut dapat diketahui bahwa “Politik” merupakan istilah yang dipergunakan untuk 

konsep pengetahuan masyarakat, sebab yang dibahas kedua kitab tersebut adalah soal-

soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar 

terwujud sebuah masyarakat politik atau Negara yang paling baik.
6
 

Pemerintah merupakan lembaga politik yang resmi.Dimana ada pemerintahan 

disitu ada politik, dan dimana ada politik disitu ada kekuasaan.
7
Menurut pendapat 

Prof. Barents dalam bukunya yang berjudul Ilmu Politik mengatakan bahwa ilmu 

politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan Negara.
8
 

Persoalan Islam dan politik memang merupakan persoalan yang akan terus-

menerus aktual, sejalan dengan pandangan yang sangat dikenal para ahli Islam, bahwa 

Islam lebih dari sekedar sistem teologi, sebuah sistem kehidupan yang lengkap. Islam 

merupakan din (agama) dan sekaligus dawlah (Negara). Tetapi persolan Islam dan 

Politik ini rupanya tidak sesederhana ini, menyangkut banyaknya pandangan-

pandangan yang tidak monolitik, walaupun antara keduanya diakui oleh siapapun 

sarjana Muslim, tidak bisa dipisahkan, sekalipun dari pendekatan teknis dan praktisnya 

dapat dibedakan. Agama adalah wewenang shahib al-syari’ah (pemilik syari‟ah), 

yaitu Rasulullah melalui wahyu dari Allah SWT sedang politik pada dasarnya adalah 

wewenang kekuasaan, khususnya menyangkut masalah-masalah teknis dan prosedural, 

yang menuntut peranan ijtihad manusia.
9
 Masalah hukum dan Negara, Islam telah 

muncul secara konkret sejak masa Nabi Muhammad saw. Bergerak di Madinah ketika 

ia mendirikan, membangun dan mengatur masyarakat kota tersebut, dan kemudian 
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berhubungan dengan masyarakat dan Negara lain.
10

 Namun konsep Negara  atau 

bentuk Negara itu sendiri tidak diatur didalam Islam (al-Qur‟an dan Sunnah) secara 

jelas.
11

Namun, Rasulullah telah mengajarkan bagaimana memerintah suatu negara, 

mengayomi masyarakat, bekerjasama dengan negara lain dan bagaimana 

menyelesaikan masalah yang memang diarahkan pada musyawarah, sebagaimana 

dijelsakan dalam al-Qur‟an dan Hadist, 
12

 dan unsur-unsur esensial yang menjadi dasar 

Negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Fungsi yang dapat diterjemahkan dengan 

adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah 

Negara, termasuk didalamnya keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan 

kehakiman.Dalam al-Qur‟an juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum 

atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan 

perang (ghanimah) atau upaya untuk menciptakan perdamaian.
13

Sesuai dengan 

petunjuk dalam Kitab Suci, partisipasi sosial-politik sesungguhnya adalah wujud lain 

ajaran tentang musyawarah atau syura.
14

Tidak hanya itu, dalam perkembangan 

selanjutnya –masa sesudah Nabi sampai kepenyebaran Islam- pergulatan politik antar 

umat Islam pun juga terjadi sebegitu dahsyatnya.Misalkan saja pertempuran politik 

antara pengikut Ali ibn Abi Thalib, Mu‟awiyah ibn Abi Sufyan, dan Ahl al 

Syura.
15

Pergulatan ini menujukkan bahwa budaya politik Islam sangat tinggi, sehingga 

terbentuklah kekokohan dan kedewasaan politik Islam. 

Ketika mendefinisikan Islam terpisah dari politik terdapat berbagai 

ketimpangan yang melingkupinya,  baik diwilayah sosio-kultur ataupun relasi antara 

agama dan Negara, akan tetapi Islam juga tidak pernah mendifinisikan politik secara 

lengkap. 

Konsep Politik Islammenurut Ibn Thaimiyah adalah  mencoba mengembalikan 

pemikiran politik kepada Al-Qur‟an karim dan al-Sunnah yang suci, bahkan kita  

                                                             
10

Abu A‟la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam, t.pn, Mizan, (1990) cet-1, 13 

 
11

Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2008),  21 

 
12

 Nurcholish Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Jakarta : Paramadina, (1995) cet-3, 252 

 
13

 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Thaimiyah tentang Pemerintahan 

Islam, Surabaya : Risalah Gusti, (1995),  56 

 
14

 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta : Dian Rakyat, (2008) cet-IV,  554 

 
15

 Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, Jakarta : Paramadina, (1997) cet-1, 2 

 



4 
 

mendapatkan bahasan tipikalnya yang berkonsentrasi pada penjelasan terhadap dua 

ayat Al-Qur‟an QS. An-Nisa : 58-59. Ia berpendapat bahwa kerusakan dapat diatasi 

apabila umat Islam kembali pada Al-Qur‟an  dan Al-Sunnah..
16

Hal senada di katakan 

oleh Al-Ghazali bahwa kewajiban pembentukan Negara dan pemilihan pemimpin 

bukanlah pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (syar’i).Ini 

dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak dicapai tanpa 

pengalaman dan penghayatan agama secara benar.Karenanya, al-Ghazali menyatakan 

bahwa agama dan Negara (pemimpin Negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir 

dari rahim seorang Ibu, yang keduanya saling melengkapi.
17

 

Lain halnya lagi Menurut Syekh Muhammad Abduh, politik Islamadalah 

berpegang teguhpada  prinsip musyawarah dan pentingnya meletakkan sistem 

pemerintahan Islam diatas prinsip yang melahirkan demokrasi dan kebebasan atau 

kemerdekaan. Ia berpendapat bahwa musyawarah sama-sama harus bagi kepala 

Negara dan rakyat. Tujuan prinsip musyawarah adalah menjamin kebebasan individu 

dalam berbicara, berpikir, dan bekerja. Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, politik  

yang dikemukakannya lebih dekat kepada Barat dibanding kepada  Timur-Islam. Ia 

bertolak belakang dengan Muhammad Abduh yang lebih dekat pada Timur-Islam 

dibanding kepada Barat dan peradabannya. Iqbal menyerukan pentingnya rethinking 

paradigma pemikiran kita agar tidak stagnan dan jumud (immobility).Ia pun mengajak 

kita untuk melirik pemikiran Barat yang baru untuk mengambil apa-apa yang 

bermanfaat darinya dan tetap melakukannya.
18

 

Soekarno  menyatakan bahwa Islam dan Negara itu terpisah, namun 

“kerasnya” pandangan Soekarno itu tidak bersifat mendasar, tapi hanya akibat adu 

argumen dengan “golongan” Islam.Yang sebenarnya adalah pandangan “lunak”, yakni 

hubungan komplementer Islam dan Negara.
19
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Konsep politik Islam menurut Mohammad Natsir adalah politik tidak terlepas 

dari agama.Agama harus dijadikan sebagai pondasi dalam mendirikan suatu 

Negara.Sebab, agama tidak hanya berisikan tentang hubungan antara makhluk dan 

Tuhan.Akan tetapi, lebih dari itu, agama mencakup seluruh elemen kehidupan 

manusia.Melalui ide dasar itulah, Natsir selalu memperjuangkan Islam untuk dijadikan 

sebagai dasar Negara Indonesia. Meskipun Islam tidak menawarkan sebuah bentuk 

pemerintahan yang konkret, tetapi Islam kaya akan nilai-nilai yang dapat dijadikan 

patokan dalam sebuah pemerintahan. Menurut Natsir, hal itu dapat menjadi wasilah 

bagi tercapainya tujuan hidup manusia. 
20

 

Konsep politik Islam menurut Abdurrahman Wahid   bahwa pengertian 

pemerintahan dan Negara Islam tidak di kenal dalam Islam. Sistem kenegaraan dalam 

Islam hanya terletak dalam istilah geografi yang di dalam Al-Qur‟an di sebut dengan 

“Baldah”, yang diimplementasikan ke dalam Baldatun Thayyibatun wa Rabbun 

Ghafur (Negara yang subur dan makmur, adil dan aman).
21

 Menurut Gus Dur, konsep 

Negara Islam tidak di kenal  dalam al-Qur‟an melalui penjelasan tentang sistem alih 

kepemimpinan Negara yang berbeda-beda.  Dalam pandangan Islam, meskipun 

Negara Pancasila tidak secara tegas sebagai Negara agama, bukan berarti tidak 

membolehkan umat Islam menjalankan syariat agamanya.Hubungan antara keduanya 

dapat digambarkan sebagai agama berperan memotivasikan kegiatan individu melalui 

nilai-nilai luhur yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam pandangan hidup 

bangsa.Pemikiran Gus Dur tersebut menandakan bahwa hubungan antara pancasila 

dengan Islam tidak bersifat berlawanan (polarisatif), melainkan pada hubungan 

dialogis yang sehat, yang berjalan terus menerus secara dinamis. 

Amien Rais juga berpendapat demikian, Amien Rais secara tegas mengatakan 

bahwa keabadian wahyu Allah terletak pada tidak adanya perintah dalam Sunnah dan 

al-Qur‟an  untuk mendirikan Negara Islam. Al-Qur‟an dan Sunnah hanya memberikan 

patokan-patokan dalam soal pembentukan Negara, misalnya  prinsip keadilan, 

persamaan, musyawarah dan sebagainya. Sedangkan, soal konstitusi, aturan-aturan 
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hukum, prosedur-prosedur dan mekanisme politik, diserahkan sepenuhnya kepada 

rakyat untuk menentukan secara detail.
22

 

Dalam konteks Negara, pemikiran politik Amien Rais tampak mengalami 

(proses) dinamis. Pada satu kesempatan, Amien Rais mencoba mendudukkan bahwa 

Islam adalah agama dan Negara (Islam ad-din wa ad-daulah). Namun, pada 

kesempatan lain secara tegas Amien Rais menyatakan bahwa tidak ada konsep 

“Negara Islam”,baik dalam al-Qur‟an maupun as-Sunnah.
23

Dalam pandngan Amien 

Rais, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, walaupun peringkatnya 

berbeda.Pancasila hanyalah sebuah ideologi buatan manusia, sementara Islam 

merupakan wahyu Allah.Selain itu, dalam pancasila tidak ada satu pun nilai-nilainya 

yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Amien Rais, meski Islam tidak 

mempunyai konsep “Negara Islam”, namun sebagai agama wahyu, Islam 

memberikan etik yang jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk 

kehidupan bernegara dan pemerintahan. 

Dalam menggambarkan peta pemikiran politik Islam, Nurcholish Madjid lebih 

banyak berkaca pada pemikiran teologis filosofis Barat seperti halnya Muhammad 

Iqbal, sehingga pemikiran politik yang ia kembangkan cenderung liberal dan 

bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, semula Cak Nur anti  akan pikiran-pikiran 

dan teologi Barat. Sebagian kalangan menganggap karena kunjungan Cak Nur ke 

Amerika yang menyebabkan perubahan frontal yang terjadi dalam dirinya.Sehingga, ia 

menjadi pro dan menjadikan Barat sebagai kiblat peradabannya. 
24

 

Pemikiran Nurcholish Madjid berkaitan dengan partai politik dapat di 

ketahuiyaitu : 

“Islam Yes, Partai Islam, NO! Jadi, jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide 

yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam jelaslah bahwa ide-ide itu sekarang 

dalam keadaan tidak menarik. Dengan perkataan lain, ide-ide dan pemikiran-

pemikiran Islam itu, sekarang sedang absolute (seharusnya absolete = using, 
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memfosil), memfosil kehilangan dinamika, ditambah lagi, partai-partai Islam tidak 

berhasil membangun image positif simpatik, bahkan yang ada image sebaliknya.”
25

 

Pernyataan Nurcholish Madjid tersebut berangkat dari gejala sosiologis bahwa 

partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan yang 

ada ialah image sebaliknya.Ia ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah 

menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam. Sementara dalam waktu yang 

bersamaan sebagian masyarakat Islam sedang gandrung untuk berjuang mendirikan 

kembali partai-partai yang berlabelkan Islam.Konsistensi gagasan ini tidak pernah 

berubah setelah terjadi reformasi dan terbukanya kran untuk membentuk partai yang 

berlabelkan agama.Bahkan Nurcholish Madjid masih berkeyakinan jargon pemikiran 

politiknya „IslamYes Partai IslamNo‟, masih relevan dengan kondisi sosial-politik 

sekarang.
26

 

Pernyataan Nurcholish Madjid mengenai politik Islam ada yang mendapat 

dukungan dan tidak jarang juga mendapat beberapa respon dari berbagai pihak, baik 

dari kalangan intelektual muda maupun dari seniornya.Dari kalangan muda respon itu 

muncul dari Endang Saifuddin Anshary, Ismail Hasan Metarium, dan Abdul Qadir 

Jaaelani.Sedangkan dari seniornya muncul dari M. Rasyidi, Mohammad Natsir, dan 

Hamka. 

Melalui penelitian skripsi ini, penulisakan membahas mengenai Politik Islam 

Nurcholish Madjid serta Pandangan Tokoh yang Pro dan Kontra terhadap Pemikiran 

Politik Islam Nurcholish Madjid tersebut. 

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah 

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan 

masalah, yang menjadi objek dalam pengakajian penelitian ini.Adapun yang menjadi 

objek permasalahan dalam penelitian ini adalah Pandangan Tokoh Terhadap 

Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid. Adapun pandangan Tokoh terhadap 

pemikiran politik Islam ini, penulis hanya akan mengambil  dua tokoh yang kontra dan  

satu  tokoh yang pro. Karena, pada dasarnya tokoh yang pro terhadap pemikiran 
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Politik Islam Nurcholish Madjid adalah sama saja. Maka dari itu, peneliti hanya 

mengambil satu tokoh saja yang pro terhadap pemikiran Nurcholish Madjid.Dua tokoh 

yang kontra terhadap pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid adalah M. Rasyidi 

dan Endang Saifuddin Anshary.Sedangkan satu tokoh yang pro terhadap pemikiran 

Politik Islam Nurcholish Madid yang penulis ambil adalah Budhy Munawar-Rachman. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Terhadap Pemikiran Politik Islam 

Nurcholish Madjid? 

2. Bagaimana Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Terhadap Politik Islam Nurcholish 

Madjid 

2. Untuk mengetahui Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

khazanah ke ilmuan Islam, khususnya tentang Pandangan Tokoh 

Terhadap Politik Islam Nurcholish Madjid 

2. Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan 

Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

1.4 Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul adalah : 

1. Karena penulis tertarik dengan pembahasan mengenai Pandangan 

Tokoh Terhadap Politik Islam Nurcholish Madjid, di mana menurut 

Nucholish Madjid bahwa partai Islam tidak berhasil membangun image 
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positif dan pelaku partai Islam tidak bersikap sebagai orang Islam dan 

akan membangun image negatif bagi Islam itu sendiri, serta bagi 

Nurcholish Madjid Negara Islam itu tidak ada karena dalam al-Qur‟an 

dan Sunnah tidak ada disebutkan untuk mendirikan Negara Islam. 

2. Sepanjang pengetahuan penulis, judul penelitian yang penulis teliti 

secara khusus atau spesifik belum pernah dibahas oleh mahasiswa UIN 

SUSKA RIAU khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin di jurusan 

Aqidah dan Filsafat Islam 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Pemikiran Nurcholish Madjid banyak tersebar dari berbagai karyanya dan akan 

dijumpai keberagaman pemikirannya, antara lain pemikirannya tentang keagamaan, 

politik, sosial, budaya dan lain-lain. 

Penelusuran penulis tentang skripsi, buku dan karya lainnya tentang pemikiran 

Nurcholish Madjid banyak penulis dapatidi Uin Pekanbaru, namun belum ada yang 

membahas tentang Politik Islam Nurcholis Madjid. Tetapi,  setelah penulis telusuri 

dan menemukan tulisan yang berbentuk skripsi tentang politik IslamNurcholish 

Madjid di Uin Walisongo Semarang, dan Uin Sunankalijaga Yogyakarta. 

Pertama, Konsep Manusia menurut Nurcholish Madjid, ditulis Oleh Sri 

Wahyuni, dari Uin Suska Pekanbaru pada tahun 2014, menjelaskan bahwa manusia 

adalah makhluk ketuhanan dalam arti  manusia adalah makhluk yang menurut tabiat 

dan alam hakikatnya sendiri sejak masa alam rahim selalu mencari dan merindukan 

Tuhan. Menurut NurcholishMadjid manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi 

sebaik-baiknya ciptaan, bahwa manusia diciptakan dari kejadian asalnya yang suci 

(fithrah), dan bernaluri kesucian, namun manusia juga makhluk yang dha’if dan 

kedha’ifan manusia inilah permulaan dari semua bencana yang menimpa manusia. 

Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah-Nya sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam kitab suci surah Adz Dzariyat (51) : 56. Manusia harus senantiasa 

beribadah, bersikap tunduk dan pasrah secara benar kepada Tuhan, melalui ibadah 

seorang hamba mengharap al-Khaliqakan menolong dan membimbing hidupnya, 

menempuh jalan menuju kebahagiaan. 

Kedua, Islam dan Modernisasi dalam Pandangan Nurcholish Madjid oleh 

Irfan, dari Uin Suska Pekanbaru 2014, Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat, 
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menjelaskan bahwa moderniasi yang digagaskan oleh Cak Nur bukanlah berasal dari 

idea tau pemahaman Barat yang diambil dan diterapkan dalam Islam. Tetapi ide dan 

gagasan itu muncul dari hasil penggalian dasar-dasar yang ada didalam Islam 

sendiri.Selain itu, mengenai sekularisasi, pluralisme agama, serta gagasan lain yang 

merupakan perwujudan dari munculnya modernisasi, bukanlah berarti sebuah ideologi 

yang akan menggrogoti nilai-nilai suci dalam Islam. Tetapi menurut Cak Nur, 

sekularisasi itulah yang tegas mensucikan atau mensakralkan Allah dari segala 

makhluk-Nya yang bersifat profan. 

Ketiga, selain berbentuk skripsi, ada juga berbentuk disertai  yang membahas 

tentang Nurcholish madjid yang berjudul Negara Islami Menurut Nurcholish Mdjid 

oleh Imam Ghozali, menjelaskan pandangan Nurcholish Madjid tentang Negara Islami 

berpijak pada garis pemikirannya Islam Inklusif, yang dijabarkan menjadi tiga besar 

pemikirannya yaitu ke-Islam-an, ke-Indonesia-an, dan kemordenan. Maka berbicara 

mengenai pandangan Nurcholish Madjid tentang Negara Islam sebenarnya sangat 

terkait dengan pandangan Islam inklusif.  Ada beberapa yang dapat disimpulkan 

mengenai pandangan Nurcholish Madjid tentang nengara Islam, yaitu pertama Negara 

Islam dalam pandangan Nurcholish madjid adalah organsasi yang lahir berdasarkan 

kesepakatan bersama (common platform) yang dikelola berdasarkan nilai-nilai 

universal Islam yang terdiri dari beberapa unsur pembentuk : Tuhan sebagai pencipta; 

manusia atau bangsa; kedaulatan hukum;wilayah; dan khlaifah atau pemimpin. 

Keempat, Pemikiran Politik Islam (Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan 

Nurcholish Madjid), oleh Muhammad Nasrul Fani, dari Uin Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2009, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) fakultas 

Syari‟ah, menjelaskan bahwa secara historis kondisi sosial politik yang melatar 

belakangi Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Akan tetapi secara ideologis perjuangan dan pemikiran politik Islam 

mereka masih terus mewarnai langgam politik Indonesia hingga saat ini.  Gus Dur 

berkeyakinan bahwa meletakkan agama sebagai dasar Negara atau formalitas agama 

kedalam struktur Negara hanya akan berakibat pada rusaknya sistem national-state. 

Negara bagi Gus Dur berifat profan, hal ini disebabkan karena Negara terbentuk dari 

berbagai proses yang berifat manusiawi berdasarkan atas konsensus bersama antar 

manusia. Realitas ke-Indonesiaan mengharuskan Gus Dur memahami politik Islam 

sebagai sesuatu yang bersifat substansialistik.Dalam artian, lebih memposisikan fungsi 
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agama sebagai etika masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, 

Nurcholish Madjid menyimpulkan bahwa paradigma Islam politik perlu “dijinakkan” 

secara normatif baik dalam al-Qur‟an maupun Hadits sebagaimana diakui oleh Cak 

Nur tidak ditemukan perintah yang mutlak untuk mendirikan Negara Islam ataupun 

partai Islam, serta kondisi setting sosio-kultur dalam masyarakat yang harus dihargai. 

Cak Nur menyimpulkan, bahwa Islam tidak mungkin lagi akan mendapatkan kekuatan 

politik. Dalam konteks Indonesia, Cak Nur menterjemahkan dengan ungkapan “Islam 

Yes, Partai Islam No!”.Partai atau Negara berlabelkan Negara atau tidak, hanyalah alat 

yang paling penting sejauh mana alat tersebut dapat mewujudkan nilai-nilai politik. 

Kelima, Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam, oleh 

Muhammad Jawahir, dari Uin Walisongo Semarang, 2016, jurusan Jinayah Siyasah 

fakultas Syariah dan Hukum, menjelaskan bahwa politik Islam menurut 

NurcholishMadjid adalah bahwa orientasi keIslaman yang kuat selalu dikaitkan 

dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan Islam 

memainkan suatu pernan konsisten sebagai sebuah ideology terhadap 

kolonialisme.Peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional, kaum muslimin 

mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan 

praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam 

dengan pemerintah yang berorentasi nasional.Nurcholish Madjidmenyatakan  

bahwaIslam itu sendiri bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, 

dalam bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi syariah dan lebih dekat 

dengan filsafat dengan dinamika dan watak sendiri. Konsep Negara Islam adalah 

sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan Negara. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian Filsafat ini adalah Kualitatif Inpretatif yang 

menjadikan perpustakaan sebagai sumber rujukan (Library Research), yaitu dengan 

cara menggunakan buku-buku baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

1.6.1   Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan teknik 

Deskriptif Analitik, yaitu dengan cara menggambarkan Pandangan Tokoh 

Terhadap Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid dan pemikiran 
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Nurcholish Madjid mengenai Konsep Politik Islam, secara sistematis 

sekaligus melakukan analisis terhadap pemikiran tersebut. 

1.6.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, seperti yang lazim 

diketahui, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka ada yang 

bersifat primer dan sekunder. Sumber primer yang penulis gunakan adalah 

berupa karya beliau yang bersangkutan dan memiliki hubungan dengan 

penelitian ini, seperti : Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaanoleh 

Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam oleh Nurcholish 

Madjid,Membaca Nurcholish Madjid : Islam dan Pluralisme oleh Budhy 

Munawar-Rachman, satu menit pencerahan Nurcholish Madjid  oleh 

Budhy Munwar-Rachman, Ensikloedi Nurcholish Madjid oleh Budhy 

Munawar-Rachman,  

Sedangkan untuk sumber-sumber sekunder yang membantu 

penulisan ini diantaranya adalah buku-buku yang banyak membahas 

mengenai pemikiran Cak Nur  dan buku-buku yang membahas tentang 

politik yang menjadi rujukan dalam penelitian  ini, seperti: Perkembangan 

Modern Dalam Islam (Jurnal Ushuluddin)oleh kurnia ilahi,  Aspek 

Keagamaan Nurcholish Madjid  (Jurnal An-Nida) oleh syafi‟ah, Islam Dan 

Modernisasi Politik : Suatu Refleksi Terhadap Parta-Partai Islam (Jurnal 

Ushuluddin) oleh zahmaril yahya, Kebangkitan Umat Islam Versi 

Nurcholish Madjid ( Jurnal An-Nida) oleh Syariah, Agama dan Negara : 

Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid oleh Muhammad Hari 

Zamharir, Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid : 

Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam oleh Faisal Ismail, Islam dan Tata 

Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran oleh Munawir 

Sadzali,Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan : Perbincangan 

Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan, oleh 

Bahtiar Effendy. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid adalah 

dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Nurcholish 

Madjid, terutama mengenai Politik Islam.Kemudian data yang telah 
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terkumpul lalu ditelaah dan diteliti untuk diklasifikasi sesuai dengan 

keperluan pembahasan ini yang selanjutnya disusun secara sistematis, 

sehingga menajadi sutau kerangka yang jelas dan mudah dipahami. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitianini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

Content Analysis (analisis isi). Langkah-langkah yang dilakukan yaitu (1) 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, (2) membuat kategori atas 

klasifikasi yang berkaitan dengan pemikiran Cak Nur mengenai 

pandangannya tentang Konsep Politik Islam (3) melakukan interpretasi 

atau penafsiran data yang diperoleh melalui bacaan-bacaan terkait dengan 

pemikiran atau pandangan Cak Nur. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu : 

Bab 1 adalah Pendahuluan, Memuat Latar Belakang Masalah,Batasan dan 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penellitian, Alasan Memilih Judul, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian , dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2 Membicarakan Biografi Nucholis Madjid, meliputi : Riwayat Hidup dan 

Pendidikan Beserta Karya-Karya dari Nurcholish Madjid. 

Bab 3 Membahas tentang Politik Islam, meliputi :Pengertian Politik Islam, 

Tujuan dan Landasan Politik Islam, dan  Relasi antara Agama dan  Negara. 

Bab 4 Memuat Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid dan Pandangan 

Tokoh Terhadap Politik Islam Nurcholish Madjid 

Bab 5 Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

 


